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TENTANG

PEMBEITTUKATT TIM I(EWASPADAAIT DIIYT PEMERII{TAII DAERAH
PROVII|SI LA.}IPI'NG TAJIT'N 2022

GUBERNUR LAMPUI{G,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Kewaspadaan Dini di Daerah, perlu membentuk Tim
Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2022 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur
l,ampung;

Menimbang

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen
Negara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebaga imana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang
Koordinasi Intelijen Negara;

5. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor I
Tahun 2Ol4 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018
tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46
Tahun 2019;

7. Peraturan DaerahProvinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi l,ampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi t ampung Nomor 13 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Lampung Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAIT GI'BERTUR TEIITAITG PEMBEIYTUI(AIY TIM
HEWASPADAAI{ DII{I PEMERINTAII DAERAH PROVINSI
LAIUPT'IYG TAHUN 2022.

Menetapkan



a

KESATU

KEDUA

KETIGA

Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah
Provinsi la.mpung Tahun 2022, dengan susunan personalia
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Timsebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai
tugas sebagai berikut:
a. merencanakan, melaksanakan, dan merumuskan kegiatan

kewaspadaan dini Pemerintah Daerah di Provinsi
Lampung;

b. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan
mengkomunikasikan data serta informasi/bahan
keterangan dari Organisasi Perangkat Daerah maupun
Instansi Vertikaldi Daerah mengenai potensi gejala, atau
peristiwa timbulnya ancaman, gangguan, hambatan dan
tantangandi Provinsi l-a-mpung;

c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan
Dini Pemerintah Daerah Provinsi dengan Kabupaten/kota
dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi,
gejala, atau peristiwa timbulnya ancarnan, gangguan,
hambatan dan tantangan di Provinsi lampung; dan

d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan
kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan
pencegahan dini terhadap Elncaman, gangguan, hambatan
dan tantangan di Provinsi ta.mpung.

Hal-hal yang belum diatur da-lam Keputusan ini mengenai
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim
Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Tembusan:
1. Menteri Koordinator Bidang Po1itik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalem Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampurtg di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi lampung di Elandar L€mpung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuaxgafl dan Aset Daerah Provinsi Laflpuflg di Tclukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi I ^mpung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal ?t- b' 2A22

GT'BER"![T'R LAMPT'NG,

ARINAL DJUNNDI
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SUSI'ITAN PERSONALIATM XEWASPAI)AAIT DIITI PEUERINTAH DAERAII
PROVINSI L,ADIPTII{G TAHI'I| 2022

LAMPIRAN : KEPUTUSANGUBERNUR LAMPUNG
NoMoR : G/ ltb /vI.o7 /HK/2o22
TANGGAL : l\- t' 2022

Gubernur Lampung

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik fuovinsi
lampung
1. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah l,ampung
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Provinsi lampung
3. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Provinsi Lampung

4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung

5. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung

6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi t ampung
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman

Pangan dan Holtikultura Provinsi l.ampung
8. Kepala Dinas Perindustrian dan pefdagemgan

Provinsi Lampung

9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja provinsi
Lampung

10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
1 1. Kepa-la Dinas Komunikasi, Informatika dan

Statistik Provinsi Lampung

GT'BERNT'R LAIUPUIYG,:v4-
ARINAL DJUNNDI

I. Ketua

II. Sekretaris/
Pelaksana Harian

III. Anggota


